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Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun

2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republuk

Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

tentang2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

BUPATISUMBAWABARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 ten tang
Penyelenggaran Kearsipan perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal

Pemerintah Daerah.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANPENGAWASANKEARSIPANINTERNAL

PEMERINTAHDAERAH

TENTANG

TAHUN2021NOMOR 40

PERATURANBUPATISUMBAWABARAT

BUPATISUMBAWABARAT

PROVINSINUSATENGGARABARAT

Mengingat

Menimbang
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Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat UD adalah Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat ang memilik fungsi

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip inaktif arsip statis dan
pembinaan kearsipan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN

KEARSIPANINTERNALPEMERINTAHDAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5 7 );

5. P raturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5286);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019

tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 10)'

T hun 201

Ut n Nom r 2

nt n P r b han k dua atas Undang-

01 T ntang P merintah Daerah

blik Indo i T hun 2015 Nomor 58

mb N gara R publik Indonesia Nomor
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13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki

nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak

langsung olehArsipNasionalRepublikIndonesia danZatau lembaga kearsipan.

15. Jadwal Retensi Arsipyang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi

sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

16. Objek Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pencipta Arsip yang mengikuti
pengawasan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari

Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

17. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKIadalah

laporan yang disusun oleh pimpinan Pencipta Arsip berdasarkan hasil audit
internal yang dilaksanakan di lingkungannya.

18. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang selanjutnya disingkat

PKPKTadalah rencana kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk jangka waktu
satu tahun anggaran.

menerus.

standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

9. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim

Pengawasan Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan
Pencipta Arsip.

10. Pencipta Arsip adalah adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas

dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan

arsip dinamis.

11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan

pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.

12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan Zatau terus

7.

Pengawasan Kearsipan Internal adalah proses kegiatan dalam menilai

kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan

penyelenggaraan kearsipan pada Perangkat Daerah.

Tim Pengawas Kearsipan Internal adalah tim pengawas kearsipan yang

dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan

kearsipan Perangkat Daerah.

8. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan

6.
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Bagian Kedua

Pengawasan Sistem Kearsipan Internal

Pasal5

(1) Aspek penilaian dalam Pengawasan Sistem Kearsipan Internal meliputi:
a. pengelolaan Arsip Dinamis;

b. sumber daya manusia kearsipan; dan

c. pengawasan prasarana dan sarana kearsipan.

Pasal 4

(1) Pengawasan Kearsipan Internal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

pada tiap wilayah kewenangannya di Daerah.

(2) Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh LKD pada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap seluruh

Perangkat Daerah.

Pasal3
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal meliputi:

a. Pengawasan sistem kearsipan internal;

b. Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif;dan

c. pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal.

Bagian Kesatu

Umum

BABII

PELAKSANAANPENGAWASANKEARSIPANINTERNAL

Pasal2
Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

a. pelaksanaan Pengawasan Kearsiapan Internal;
b. pembentukan tim pengawas;

c. prosedur pengawasan kearsipan.

n.

2 . Lapor n Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat

LH KN adalah laporan tahunan yang disusun oleh Kepala ANRIberdasarkan

hasil pengawasan kearsipan yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan
kearsipan secara nasional.

19. Laporan Ha il Monitorin 'Tind k Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan yang
s lanju n

ha il 1 giatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasannar
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Pasal 7

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan Arsip Aktif adalah pemberkasan

dan penyimpanan Arsip Aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan

anggaran.

Bagian Ketiga

Pengawasan PengelolaanArsipAktif

Pasal6

Pengawasan pengelolaan Arsip Aktif dilaksanakan setelah kegiatan Pengawasan

Sistem Kearsipan Internal selesai dilakukan.

TO am arsip vital;

p ngolahan dan pelaporan arsip terjaga;

e. pengolahan Arsip Inaktif;

f. pemeliharaan Arsip Inaktif;

g. akses dan layanan ArsipDinamis;

h. penyusutan arsip, meliputi:
1)pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi di atas 10 tahun;

2) pemusnahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun; dan

3) penyerahan Arsip Statis ke LembagaKearsipan Daerah.
(3) Aspek Pengawasan sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)huruf b, terdiri dari :

a. arsiparis, meliputi:

1)kedudukan hukum dan kewenangan;

2) kompetensi; dan
3) pengangkatan dan pembinaan karier.

b. petugas pengelola kearsipan, meliputi:

1)kompetensi; dan

2) kewenangan.
(4) Aspek Pengawasan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri dari :

a. gedung;

b. ruangan; dan

c. peralatan.

n ar ip;

an dan p nataan Arsip Aktif;

a. p nci
h.

(2) spek penga asan peng lolaan ar ip dinamis sebagaimana dimaksud pada
a 'at (1) huruf , t rdiri dan :
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Bagian Keenam

NilaiHasil Pengawasan Kearsipan Internal
Pasal 1]

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan sebagai

nilai Pengawasan Kearsipan Internal.

(2) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapakan oleh Sekretaris Daerah;

(3) Nilai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan

kepada ANRIpaling lambat akhir agustus setiap tahunnya;

(4) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan

pada obyek pengawasan di daerah.

(5) Tim Pengawasan Kearsipan Internal memberikan nilai terhadap pengawasan

Kearsipan yang dituangkan dalam LAKI.

(6) Setiap objek pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam

LAKI.

Bagian Kelima

Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

Pasal 10

Tim Pengawas Kearsipan Internal melakukan verifikasi terhadap hasil Pengawasan

Kearsipan Internal pada obyek pengawasan

Pasal9
A pek penilaian dalam pengawasan Penyelamatan Arsip Statis internal

sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8 meJiputi pengelolaan Arsip Dinamis yang

berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

agian Keernpat

} ng w an P ny larnatan Arsip Statis Internal

Pasa18

ai ny larnatan Arsip Statis internal dilaksanakan oleh LKD terhadap
P r ns a a rah
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BABIV

PROSEDUR PENGAWASAN KEARSIPAN

Pasal 17

Prosedur Pengawasan Kearsipan Internal meliputi:
a. Perencanaan program;
b. Pelaksanaan;

c. Pelaporan

Pasa] 16

Tim Perigawas Kearsipan Internal ebagaimana dimaksud dalam pasal 14

mcmpunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusuri rencana kerja audit:

b. melaksanakan . udit Kearsipan:

c. rnenyusun risalah hasil Audit [ earsipan sernentara:

d. menyu sun laporan . udit I earsipan:

e. melaksanakan monitoring tindal ]anjut hasil Perigawasan I earsipan Internal'

f. memberikan rekomendasi atas hasil Pengaw asan I earsipan Internal;
g. menyusun LAKI'dan

h. menyusun LHM

a1 15

Dalam hal belum t rperiu hinv k 110-0 aan Tim Pengav as I earsipan Internal

ebagaimana dimaksud dalarn p a1 1-+ k anggotaan tim dapat berasal dan pejabat

fungsional Arsiparis atau pejab t fungsional uditor atau pejabat di bidang

pengawasan di luar Pencipta rsip yang telah mengiJ uti bimbingan telmis

Penga vasan Kearsipan.
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Paragraf 1

Audit Kearsipan

Pasal 20

(1) Audit Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a,

dilaksanakan oleh TimPengawas Kearsipan Internal.

(2) Pelaksanaan kegiatan Audit Kearsipan pada Objek Pengawasan menggunakan

instrumen audit kearsipan internal.

(3) Instrumen Audit Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi:
a. instrumen pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan; dan
b. instrumen penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang

kearsipan.

Kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal meliputi:

a. audit kearsipan;

b. monitoring.

Pasal 19

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Bagian Kesatu

Perencanaan Program

Pasal 18

(1) Kegiatan perencanaan program Pengawasan Kearsipan Internal disusun dalam
PKPKT.

(2) PI PI T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun oleh pimpinan LKD

(3) PI PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sistematika
sebagai berikut:

a. pendahuluan

b. dasar penyusunan;

c. rencana pengawasan kearsipan, yang meliputi:

1. jadwal waktu pengawasan;

2. Objek Pengawasan;

3. prioritas;

4. anggaran;

5. jenis dan metode pengawasan; dan

6. langkah kerja.

d. penutup.
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BagianKetiga
Pelaporan
Pasal 24

Dalam kegitan Pengawasan Kearsipan Internal menghasilkan laporan asil
pengawasan sebagai berikut:
a. LAKl;

b. LHM.

Pasal23

(1) Monitoringaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan
melalui pengamatan langsung (visitasi)pada ObjekPengawasan.

(2) Monitoringpasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan
melalui verifikasibukti yang disampaikan atau wawancara ObjekPengawasan.

Pasal22
Pelaksanaan kegiatan monitoringdapat dilakukan rnelalui:
a. monitoring aktif; atau
b. monitoring pasif.

Paragraf2

Monitoring

Pasal21
(1) LKD melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil

Pengawasan Kearsipan Internal.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk

mengukur tingkat perkembangan dan status tindak lanjut hasil Pengawasan

Kearsipan Internal pada ObjekPengawasan.
(3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

setelah dilakukan kegiatan AuditKearsipan Internal.
(4) Pelaksanaan kegiatan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil

Pengawasan Kearsipan Internal menggunakan instrumen monitoring
kearsipan.

(41 In mn u it int 1"0n b irn n dim k ud pada ayat (3)li U 1:

ru
r ip n lnt rn I:

t II ) n n p ng lolaan Arsip Aktif: dan
tr n ng a an pen elamatan Arsip Statis internal.
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Pasal 27

(1) LHM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, disusun oleh Tim
Pengawas Kearsipan Internal berdasarkan Risalah Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Internal.

(2) Sitematika LHMsebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, terdiri dari:
BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan
D. Ruang Lingkup

E. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan
F. Petugas Pelaksana

Pasa126
(1) Selain menyusun LAKlsebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Tim

Pengawas Kearsipan Internal menyusun LAKlkonsolidasi.
(2) LAIDkonsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Sekretaris Daerah dan disampaikan
oleh Kepala LKDkepada Bupati.

(3) Tembusan LAKlkonsolidasi disarnpaikan kepada Kepala ANRIsetiap tanggal
31 Agustus setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan LHPKN.

: KESIMPULANBABIIT

BAB II

n Iru rna!

in a a dimal sud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala

a 1 arsipan Daerah dan Sekretaris Daerah serta disampaikan kepada
i p Objek Pengawasan.

it matika LAKIsebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri dari:
BABI :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum Pelaksanaan pengawasan

C. Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup Pelaksanaan

E. Kondisi Umum Obyek Pengawasan

: URAIANHASILPENGAWASAN

(2)

trn n di:
a a12

I iud d lam pa: al 24 huruf a, disusun oleh Tim
(1) LA I s b
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